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BUPATI KEFULAUAN SANGIHE

‘Menimbang P 4. bahwa  dalum rangha  Tertib  Administras] Pemgelulaag

Keuangan Dacrah, gk perlu adanys ketentuan pelaksanan
Penalanan dinas jahaan bogi Peyabar Negara, Pegawa Megreri
Sipil dun Pegawad sk terap dilingkungan  Pemeringh
Kabuparen Keputasan Sangribe;

b, hahwa sethubungan dengan maksud  torsehut pady hurul a
diatas, perly Menetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan
Hangihe, :

Mengingor vl le:lan_g—l.'udang MNomor 29 Tahun 1959 Tentang, Pesihentukan

Docrah-daerah Tangkat 17 d Sulawesi (Lembaran Mepara B
Tabun 1959 Nomor 74, Tambahan [embaran Negima RI
Nomor 1%22); schugaimana yang leiah diperbalirui dalagy
I.‘rulqmg-l_-nd.ang Momor § Talwn 2002 tentany Pembeniykarn
Kabupaien Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Liera
(Lembaran Nepars BRI Tahun 2002 Nomar 22, Tambahan
Lembaran Nepara BRI Nomor 4183) dup Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2007 teniang Pembentukan Kabupazen
Eepulawn Siay Tagulandeng Riaro Propinsi Sulawesi [Mars
(lembaray Megara RI Tahyn W7 Nomor 17, l'ambahan
Lembarun Negara Rl Nosor 4691,

Undang-Undang  Nomor 28 Tabun 1999 tonlung
Penvelenggaraan Megara yang Rersih dan Behas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Tembzran Mewara RT Tahun 1999

I

MNomor T35, Tambahan Lembaran Megara iLL Nomor 38517
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Undang-Undang Nomor §7 Tahun 2003 tentane  Keuangan
Megara  (Lembaran Megars Rl Tohun 2003 MNomaor 47,
Tembalun Lemhbaran Wegara I Nomor 4286
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 ientang Perhendehargan
Negara  {Lembaran Mewars BRI Tahun 2004 Nomor §,
Fambahan Lermbaran Megara BLL Momar 4155y
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentane Pemeriksaun
Pengelolaan  dan Tangpung  Tawah Eowsmgan  Negar
(Lembaran Negars Tahun 2004 Nemor 66, Tambahan
L.emburan Negara Bl Momor 4400

Undang-Lndang Nomor 32 ahun 2004 tentang Permerintalun
Daerah  (Lembaran Megara Bl Tabun 2004 Momaor 125,
Tambahan Lembarag Megars BT MNomor 4370 sebagaimima
elah diubah dengan Undang-Undang Nomar 8 Tahun 2608
tellung Penetapan Peraturan Pemerintals Pengganti Undang-
Undang Mowmer 3 Tahun 2005 tealang Merubahan ariss Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 wenlang Pemeriniuhan Draceah
menjadi Undang-Tndang, dan Lndeng-Undang Somor 12
Tahun 2008 tentang Peruhihan ais Undang-Tndang Nomaor 332
Fahun 2004 tcotang Pemeriutahan Dacrah {Lembaran Megar
Rl Tabun 2008 Nomar 59, Tembahan Lembaran MWepars R
Numnrs 48447,

Undang-1'ndang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanpnn
Keoangan antare Pemerintah Pusql dan Pemerintahan Daepyh
{Lembarun Nepara Bl Tahum 2004 Mornar (26, Tambahan
Lembaran Negara BT Nomor 44187%;

Undang-1ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajok Daemhb
dan Rereibusi Dierah (Leribaren Negars BRI Talum 2009
Momaor 130, Tamhahan | embaran Megara Bl Momor 3049);
Pesaluran  Pemeriniah Nomor 58 Tubon 2005 lentang
Pengelolaan  dan Permangpung  Jawaban Kepangan Dacrah
{Lambaran Megara BRI Tabun 2005 Momor 202, Tamhahan
Leambaran Megara RI Somor N300

Peraturin  Pemerintah  Momor 3§ Talun (2007 tenteng
Pembagizn Urisan Pemerintah  antars Pemerintah [Daersh
Provinsi dan Permerintah Dacesh Kabupalen'Kota (Lembaran
Megora BI Tahun 2007 Nomor B2, Tambshan Lembaran
Mepara BI Nomaor 4737);
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Peratiran Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang

Ohganisasi Perangkar Dhacealy {Lembaran Megara R1 Tghun
2007 Nomor §9, Tambahag Lembaran Negara RI Nomor
47415;

2. Kepulusan Presiden BRI Momor 42 Tahumn 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Angguran  Pendapaian  dan Belanja
MNegara  (Lembaran MNegara BRI Tahun 2002 Nomer 73,
Tamhalun Lembaran Meoara R Mornor 4212

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 1 Tahun 198 tentang
Petunjuk Pedoman Tuta Administrasi Bendabarawan Duerah:

- Peraniran Menterd Dajlam Megeri Nomor 5 Tahun 1997 tenlang

Tuntutan Perhendaharawan dan Tuntutan Ganti Rugi Kezangan
dan Barang [Ferah;

- Keputusun Menteri Dulan Neged Nomor H00-095 tanggal 2

April 1990 tentany Manual Adminisrac Keuungan Dacrah;
Keputusan Mentenn Dalem Wegeri Nomor 110 Takun 1908
lemtang Denmk Suswnim Angparan Pendapatun Daerah;

Teraturan Menter Dalam MNegeri Neomor 32 Tehun 1999

lentang  Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam
Pengurosan Keuangan Dieraly:

Peratuean Menteri Dulam Megeti Momer 13 Tahun 2006
lentang Pedeman Meneelolian Keuangan Dacrah: schaguimang
telah diubeh dengan Peraturun Menteri Dalam Neger Nomor
39 Talun 2007 lentang Perubohan ains Peraturan Mentan
Dalam Megeri Nomor 13 Tahan 2006 tentang Pedoman
Fengelolaan Keuangan [hierah;

. Persturan Menteri Kevangan Nomaor 82/PME, 0152007 LenTang

Perubahan  atas  Peraturan  Menier Keuangan  Nomor
HTMEL05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jahatan Delam
Megeri Bagl Pejubat MNegara, Pegawa Negeri dim Pepuwai
Tidak Tetap beserta Peraturan Pelaksanuannyy:

Peraturan Menteri Dalam Meger Nomeo 55 Tahyn 2008 tentang
Tata Cara Penatsusahaan dan Fenyusunan T.aporan
Pertanggung Jawahan Dendalura sorly penyampaiacimya;
Peraturan  Daersh Kabupsten Kepulauan Sanpihe Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik [Dasrah
{(Lembararan Dacrah Kabupaten Kepulanan sangihe Tahun
2008 Nomor Y);
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- Perturan Iaerah Kabupeten Kepulauag Sangibe Nomor 14

Tehin 2008 wotang Organizasi dan Tagg Kers Sekreluriat
Daerah dan Sekretagot DPRD Kabuparen Kepulayan Sangihe
(Lemburan Dagrah Kabupaien Kepulauas Sangthe Tahun 2008
Nomaor 14);

- Peraturan Duerah Rabupalen Kepulauan Sangihe Nomor 15

Tahun 2008 lentang Crrganisazi Tata Kerja Dines Daerah
i Lembaran Therah Kabupates Kepulawsn Sangihe Tahun 2068
Nomor §57;

Perarimun Duerah Ksbupaten Kepulayan Sangile Nomor 16
Tahun 2008 entang Obrganisasi dan Tata Eena Inspektorar
Badan Perencanaan Pembangunan Duaerh, Lemimiza Teknis
Dacral: dan Lembaga Tain Kabupaten Eepulavan S.E{Lgiﬁ{.‘
(Lembaran Duaergh Kabupalen Kepulavana Sangihc ‘{ahog
20U% Nomor 16);

- Persturan Dacrah Kabupaten hepulmuam Sengihe Nomar 17

Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tatg Kerja Kecamamn dan
Kelurahan Kabupaten Kepulawan Sungihe {Tembarn Dherak
Eahupaten Kepulanan Sangihe Tabun 2008 Nomor 17k

. I'eraturan Dagrah babupaten Kepulavsn Sanphe Nomer 3

Tahun 2009 lentane  Pokok-Pokok Pengelalaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dagpah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2009 Nomor 30

- Meratun Daerah Eabupsten Kepulanag Sangihe Momor 8

Tahun 2010 lentang Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daersh
Feabup ten Kepulauan Sangihe  Tahun Amgamran 204
(Lemberan Daerah Kabupaten Kepulamn Sanpihe Tahun 2010

Mormor 87;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Eepulayan Sangilie Nomor 9

Tahun 2001 tenang Perubahan glas Peratumm Maeral Momor
13 Tahun 2008 tentang Crgunisasi dan Taty Kerja Dinas
Diaerah Kabuputen Eepuilavan Sangihe (Lembaran Duaepsh
Rabugalen Kepulaan Sangihe Tahun 2000 Nomaor ay;
Peraniran Rupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010
feniang Sislem don Prosedyr Pengelolaan Kevangan Dweray
{Beriln Daerah Kabupaten Repulauan Sangihe Tahun 2010
Nounor 237;



Menetapkan

30, Peratiran Rupati Kepulsuan Sangibe Nomar 24 Tabun 2010
talang  Tata  Naskah  Dings dilingkungan  Peimneriniuh
Rabupaten Kepulauan sangihe { Berila Daerah Kabwparcy
Kepulagan sungilie Tahuo 2010 Nomor 24

3l. Peraturan Bupati Kepulauan Sanpihe Numor 23 Tabng 2070
lentang  Sisndar  atoan Harpa dan  Analisis Belanja
Peluksanaan APRD Kabupalen Kepulamn Sangihe Tahun
Angearay  (Berila  Daerah Kabuparen Kepulayan  Sungihe
lahwon 2010 Nomor 23),;

31, Peeaturan Bupati Ecpulanan Sangihe Numor 26 Tahun 20110
tenlang Penjabaran Anggarn Pendapatan dun Belanja Daesah
Kabupaten Kepulausn Sangihe Tahug Angparan 11 (Berite
Dacrah Kabuparen Kepulawan Sangihe Tuhun 2010 Nomar 267,

MEMUTLSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERTALANAN DINAS
JABATAN BaGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAL NEGER]
SIPIL  DAN  PEGAWAIL TIDAK TETAP PEMERTN TAT]

RABUPATEN KEPULAL AN SANGIHE

Pasal 1

Malam Peraturan Bupali ini vang dimaksygd deiygan ;

1.

Pejabat Negara, Pepawai Negeri Sipil, dan Pegawal Tidak Letap
adalah Pejahut Megara, Peguwai Negeri Sipil, dan Pepawni Tidak
Telap

- Tegawai Neger Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingbungan

Pemerintah Kabupaten Eepulauan Sangihe.

Pegawni Tidok Tetep adalah Pegawai yang diangkal untuk
Jangka waktu tertenm, euia melaksannkan tugas Pemerintahan
dan  Pemlungupan yung  bersifat  leknis  profesional el
sdrninistrsi sesuai dengar, kebuiuhan dan kemampuay organizasi
dalum kerangka sistem kepegawaian, yang rdak herkedudukan
sebagai Pegawai Megeri Sipil,

. Pejabat yang berwenang adalah Bupari, Wakil Bupati, Kepala

Dinas/Badon/K antor| Init KerjiaPengguna  Anggaran/K jusa
Pengruna AngguranTejabat lujn vang diberi wewenang oleh
Pengguna AngeoranKuazs Pengauna Anggaran dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauap Sangihe.



. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adaish perjalanan kgluar telnpat
kedudukan  haik PeroTangun  maupun  secars  besama vang
berjarak sekurang-kurngnya 5 (limee) kilometer dari batas kote
vang dilakukan  dalag wilayah Republik  induonesia umik
kepealingan Negara aias penntah pejahat yung hérwc:umg.

6. Perjalanan Dinas tertentu adalah Perjalanan Dings atas undacean
resmii Lembupe/Instansi Pemneringah,

7. Hurat Periptak Migas adalah Surat Perineh i';.:fﬂdu Pejabat
Megara, Pegawai Megeri Sipil den Peguwai Tidak Tetsp untuk
melaksanakian tigas,

% Surat Perimah Perjalunan Dinas yang selanjuinva disinpkal
SR adulsh Surat Perintsh kepada Pejabat Mepare. Perawai
Megeri Sipil dun Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan
petjalunan dinay.

9. Tempat kededukan adalak tempatkola dimang
LinnsBadanKaniorA Injt kerjaProgram/kepiaten bersda,

10, Tempat  wjuan  adalah empatkots vung  menjadi  tyjnan
perjalanan digas.

Pasal 7
Pegulenan dinas hanva dilakukan untuk melaksanakan pekerjann
vang sangat perlu bagm kepentingan daerah apabila lidak dapat
metggunakan  samna komunikasi lain ¥ing iersedia  serta
dilaksanakan dalam wakry yung singiat dengan hasil yang maksimal
acrla hanva sehemal mungkin,

Pazal 3
Bagi Pejabat Nepara, Pegawai Negeri Sipil dun Pegawal Tidak
Tetmp yung akan meloksanakan perizlanan dinas harus terlebih
dehulu mendapa: pefsetuan'perintah dari pejabal ¥ang berwenang,

[a=al 4
Pejabat yang berwenang sehapaimana dimalesyd pasa] 3 diatas vaim :
1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Parintah Tugas dan Swrmt
Perintah Perjalanen Dinas (5PPD} ditandatangeni cleh Bupati
atau dalam hal Bupati herhalanyan ditandatangeni aleh Wakil
Bupati dan apabils kedya pejabal Lerselsat beritlangan dopat
ditandatangani, olch Sekeetaris Duserah  dan aau  Asizien
Sebretaris Dieran atas nama Bupati Kepulavan Sangihe.,



1. Bagi Sckreturis Doerab, Surat Perintah Tugas dan Surat Perinesh
Perjaimnan Dinas (SPPD ditandistangani oleh Bupsti ataw dalum
hal Bupati berhatangan ditandaumgani olel Wakil Bupati dan
apabila kedw pejabat tersebut herbalangan dapat ditandutangam
olels Sekretariz Daerah atas nama Bupati Kepulauan Sangihe,

- Bagt Pejabat Eselon 1T (Asisten dan Staf Ahli) dan Fselon TII
dilingkungan Sekretariut Daerah Kabupaien Kegulauan Sanpihe,
Surad Perinlah Topas ditandarangani oleh Sekretaris Diaerah atas
mama Bupat st dalam hal Sekretariz Daerah berhalangan
ditendatangani oleh Asisten Sckretaris Daerah dian Sueat Perinlah
Perjulanan inas (SPPD) ditandatanpani Pejabat vange berwenang
padi unit kegja vang beesunglotan.
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- Bagi Pejubat Eselon T dilingkungan Pemerinlah Kabupaien
Kepulauan Sangihe, Surat Perintal Tugas vleh Sekretaris Dasih
slas nama Bupall atau dslam hal Sekretaris Duerah berhalangan
ditandstangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surst Perintgh
P'erjalanan Dinas (SPPIY ditandatanpeni oleh Pejabat yang
heracnang pada unit kerja vang hersangkitun.

4. Bagi Pejabal Eselon IV, Staf / Pelaksana dan Pegawal Tidak
Tetap  dilingkungan Selretariu Daerah Kabupaten Kepulanan
Sangihe, Surat Perintsh Tugas dan Surai Perinah Pegjalanan
Dinas (3PPDY ditandalaneani oleh Pejabal yang berwenung pade
nmit kerja yang bersangkutan,

3. Bagi Pejsbat Fselon TV, V., Staf ! Pelaksuna dan Pegawai Tidak

Tetsp dilingkungin Pemerinigh Fabupaten Kepuluian Sangihe,

Svrat Perintah Tugas dan S Perinlah Perjulanan Dinas (SPPD)

ditandstanpani oleh Pejabut yang herwenang pada unit ketja yang

bersanghutan.

Puxssl 5
Bagi Pegawai Non Fselun dan Pegawai Tidek Tetap dimungkinkan
untuk melekukan perjalanan dinas st izin Pejabat yang Berweneng,

Fasal f
{1} Besarnya biaya perjalanen dings bagi Pejabal Mepara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegwwai Tidak Tetap dibayar secars lumpsum
sebagaimang tercantum dalam Standar Suian Harga dan Analisis
Stendar Belanje Pelalsansan Anggaren  Belonja  Kabupaten
Eepulauan Sangihe pada setiap Tahun Angparan berkenaan



(2) Bagi Pejabat Negars, Pegawa Negerl Sipil dan Pegawai Tidat
Telap yang mengikuti kegiatan yang sangat pecly / penting uniuk
Repentingun  dzerub dan dikenakan atan dibebankan biaya
koniribusi  akan dibavar sesuai  besamys biaya Kontribusi
dimakz=ud.

{3) Biava kontribusi dimaksud akan diperhitungkan dengan lamanya
perjalanim dinas,

l'asal 7

(1} Besarnya biaya perjalenan dings bagi Pejahar Megara, Popawai
Negeri Sipil dan Pegawsi Tidak Tetap untuk perjalagan laut
digolongkan selvgai berikut -

L. Pejabat Negars, Pegawai Negeel Sipdl Gologgsn I dan
Guolomgan 1V menggunakan tiket dengun fasilitas kamar,

2. Pegawsi Negeri Sipil Golongan 1, Crolongan I dan Pegawni
Ronwrak / Pegawai Tidak letap menpgunakan tiket

i) Besamya binya perulanan dinas bapi Pejubar Nepara, Pepawsi
Megen Sipil dan Pegawai Tiduk Tetap umuk perjalanan wdarg
dignlongkan sebagai beriku -
|. Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulawan Bungihe

mengeuniakan Kelus Bisnia,
2. Pejabat Negara luinnyy, PNS Gialongun TILILTV dan Pegawai
Tidak Teeap / Pegawai Kontrak mengeunskan Kelas Ekanomi,

Thasal 8

(L} Bagi Pejabal Negarn, Pegawsi Negeri Sipil dan’ Pepawai Tidak
Ietap wang melaksanskan Perjalanan dinas harus membuat
laporan secara Lemulis kepada Pejubar yang bersvenang dengan
melampirkan ket Perg Pulang (PF) dan Boarding Pass,

(2} Laporan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Pejabat yang herwenang screlah selesal rnelalczanakan
pedalanan dinas.

Pasal &

(1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadi rapat-
rapal koordinusi dan konsultasi dilaksanakan mininal solama 3
{tiga) hari dan mzksimal seluma 5 (limva) heri kecuali perjelangn
dinas terteniu,

{2) Bupati selaku pemejrung kekuasasn pengelolaan keuangan dacsah
dapal menetapkan lain dengan portimbangan tartenty,



4 petalanan dipas Luar Neger bagi p
Nepara, Popmwaj Meper Sipil dan Pogaa;

berdasuriag Retenbyg, Yang beiuky, dalam Standsr
dan Analiais Slandar JE]

wjahur
Tidak  Tety

cluna pelaksanag A.u,g_E

Malauan Syl UTIUE tahyp berkensazy,

Pt dant teinpar Eedudukan Yung larmng
ke Lempat ¥ang hare bagi Pejabat Nepars don Pegaaig Neper
Sipil dilingkungan Pemeringah Kabunaten Kepulmuar Sangihe
herdasurionn ketentman ¥ang hetlaiy.

(2} Yerjalunan Dings pindah tupas e Pemthonan sendir 1l

diberikan hiaya perjalanan dings.

Pazal 12

Rutenuum  perjalanan dinas dalamy Pergluran  ipg berlaku aniuk

Petialunan dinas vang dibebankan pads Anpparan Pendapatan dan

Belania Daerah Eelupaien Kepulaoan Sangihue,

Misal 11
Tidsk dibenarkan wnfuk melakukan pembayaran mugkap wnguk
perjalonan dinas rang dilakukan dalam wakin Yang sama dan atay
lempat fjuan yong sam.

Pasal 14
Dalam hal perdalonan dinas Jabatan harus segern diluksanakan
sementara bizva perjalinan dinas kelum dupar dibayarkan, maks

Playu perlanes dinns dapat dibayarkan sctelah perjalanan dinas
sclesai,



Pagal 15
Bentuk Surat Periniah Tupas dan Surst Perintah Perjalunnn 1)y
(SPPD} difingkungan Pemerinah Kabupaten Kepulanan Sanpihc
sesital tate Maskih Dinas Kabupaten Kepulaan Sanpihe.

Pasal 16
Peraturan inl mulwi berlaku puda tanggal diundanpekan.
Aper setiap oreng mengelahminya, memerintahkan pengundangan
dengan pencimpatannya dalun Derita Dagrah Kabupalen Kepulauan

Hangihe.

Ditetapkan di Tahuna

Diundangkan di 7alume
pada tangpal X samuspl 260

TARIS DAERAH

BERITA DAFRAH KARUPATEN KEPULAUAN SANGTHL
TAIUIN 200 NOMOR &



